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Wandi Harmawan, Nomor Pokok E 121 10 907, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul “ 
Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan”, dibawah Bimbingan Ibu Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si dan Bapak A. 
Murfi, S.Sos, M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan untuk menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengawasan  kinerja Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara 
secara langsung dilokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan 
relevan, dengan topik yang diajukan secara tajam dan mendalam, serta 
memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara dan kemudian melakukan 
analisis terhadap data tersebut.hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan 
fungsi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal 
ini meliputi fungsi pemeriksaan, pengujian dan pengusutan sudah berjalan dengan 
baik dan diperkuat dengan berhasilnya Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulaun meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang kedua kalinya, hal 
tersebut tidak serta merta diraih begitu saja mengingat didalam melakukan 
pengawasan, kerjasama antara pihak pengawas dan pihak yang akan diperiksa 
belum terjalin dengan baik dalam artian masih ada beberapa pihak yang absen 
ketika akan periksa, belum lagi faktor faktor yang turut mempengaruhi proses 
pengawasan diataranya, masih kurangngnya satuan pengawas yang ada dikantor 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyebabkan kurang 
maksimalnya proses pengawasan, selain itu sarana dan prasarana juga menjadi 
faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan, misalnya saja alat transportasi yang digunakan Oleh Inspektorat 
Kabupaten Pangkjene dan Kepulauan ketika melakukan pengawasan di daerah 
kepulauan, alat transportasi yang digunakan masih terbilang tradisional, karena 
masih menggunakan perahu nelayan, belum lagi kondisi alam yang harus dilalui 
untuk sampai kedaerah kepulauan yang terbilang extreme dan tentu saja 
mengancam keselamatan dari pihak Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan itu sendiri. Hal ini tentu harus diberikan jalan keluar agar proses 
pengawasan dapat berjalan lebih lancar dan juga dari segi keselamatan para 








Wandi Harmawan, student number E 121 10 907, Government Study Program, 
Political Government Department, Faculty of Social Science and Politics, 
Hasanuddin University, compiles a research entitled “Implementation Analysis 
of Inspectorate Performance of Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,” under 
guidance of Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si. and A. Murfi, S.Sos., M.Si. 
This research is aimed at analyzing the implementation effectiveness of Inspectorate 
Performance of Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan and to analyze factors that 
influence the supervision effectiveness of inspectorate performance of Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. This research is done by doing direct interview with 
competent and relevant informants. Besides, the topics are asked sharply and 
deeply and also descriptively explain the result of interview then the data are 
analyzed. The result of this research shows that performance implementation done 
by the Inspectorate of Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan comprises 
investigation, examination and investigation functions are running well and this fact is 
strengthen by the achievement of the inspectorate of Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan to get (WTP) or Fair without Exception predicate for the second time. 
This achievement, of course, cannot be obtained easily considering that in the 
implementation of supervision, the cooperation between the investigated people and 
the investigator are not well-organized yet. The absence of people when they are 
going to be investigated is the example of it. Moreover there are some factors that 
influence the process of supervision such us: lacking of investigators that lead to 
lowering supervision process. In addition to that, facilities is also play important role 
in influencing inspectorate performance of Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 
for instance, the transportation used by inspectorate officers are considered 
traditional one because they still use fisherman boat while extreme condition that 
must be passed to reach the island territory could threaten the safety of the 
inspectorate officers. The solution of these problems, of course, must be formulated 
so that the supervision process can be faster and also the safety of the officers is 











Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan             
Kepulauan berdasarkan kecamatan ..................................................  55 
Tabel 4.2 Pembagian jumlah penduduksetiap Kecamatan         
berdasarkan jenis kelamin .................................................................  56 
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan           








1.1. Latar Belakang 
Dalam rangka menigkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 
Pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan  
bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan  
Pemerintahan. Penyelenggaran Pemerintahan yang efektif adalah 
merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa  
reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam  
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya  
penyampaian kebijakaan Pemerintah pusat dan sekaligus sebagai 
pelaksana program Pemerintahan.  Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan 
bagi masyarakat yang akan  menunjang terciptanya aparatur 
Pemerintahan yang bersih dan  berwibawa, tertib dan teratur dalam 
menjalankan tugas dan fungsi yang  sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Tuntutan bagi masyarakat itu  timbul karena ada sebabnya 
yaitu adanya praktek-praktek yang tidak  terpuji yang dilakukan oleh 
aparat Pemerintah umumnya dan aparat  Pemerintah daerah 
khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang  terjadi dikalangan 
aparat Pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang 
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efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang 
ada dalam tubuh Pemerintah daerah itu sendiri.1 
Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanan  
pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun  
2004 tentang Pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan 
Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan 
atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 
74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 
tentang pengawasan represif kebijakan daerah. Kedisiplinan pegawai 
untuk mentaati peraturan jam kerja, dan pelaksanaan tugas yang 
lainnya masih terkadang diremehkan. 
Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran para 
pegawai yang  tugasnya belum maksimal, sehingga terkadang pegawai 
lebih mengurus kepentingan pribadi atau golongannya.2 Penguasa atau 
pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan 
mengakibatkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena 
itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang 
berkaitan dengan tugas-tugas pokok Pemerintahan dan pembangunan, 
hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya Pemerintahan yang 
                                                          
1 Victor (1994, hal 28) 
2 Victor (1994, hal.38) 
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bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkannya maka perlu 
diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan dan 
pembangunan.  
Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan 
pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, 
pengorganisasian  dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan 
yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena 
setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat 
diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen 
tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian 
tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.3 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki 
fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintahan daerah. 
Dimana  salah satu hal yang ingin dicapai adalah dengan mencegah 
terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen 
Pemerintahan daerah.  Kemudian fungsi lainnya adalah dengan 
melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas 
dua asas, yaitu : Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud 
vertikalnya, dan Bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga 
untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan 
tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan 
                                                          
3 Manullang (2006, hal 13) 
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penandatanganan dalam surat  perintah tugas pemeriksaan dan 
penilaian. Sedang pengusutan dilakukan sendiri oleh Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sekretariat Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam upaya menerapkan dan 
memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional  kepada segenap 
komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk 
memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan 
sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam 
pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian 
diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja 
sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab 
yang telah diberikan.  
Berdasarkan pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah        
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
tersebut di atas, maka keberadaan Badan Pengawasan Daerah 
merupakan instansi vertikal dari Badan Pengawasan yang ditugaskan di 
Kabupaten sebagai aparat pengawasan umum, dimana dalam 
melakukan pengawasan tugas-tugas secara administratif maupun 
operasional diperlukan adanya mekanisme kerja, baik sebagai 
pembantu Bupati dalam pelaksanaan pengawasan maupun 
kedudukannya sebagai instansi vertikal yang bertanggungjawab kepada 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berdasarkan uraian 
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tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan Skripsi 
dengan judul “Analisis pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan” 
1.2. Rumusan Masalah 
Memperhatikan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 
bahasan dalam proposal ini adalah pelaksanaan fungsi Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dalam membahas dan 
mengkaji lebih lanjut, maka dirumuskanlah pertanyaan-pertanyaan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh  
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas fungsi 
pengawasan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan? 
1.3. Tujuan Penelitian 
mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis efektivitas  pelaksanaan fungsi pengawasan 
kinerja Pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
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2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
fungsi pengawasan kinerja Inspektorat  Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Diharapkan penelitaian ini dapat membawa manfaat baik pada 
tataran teoritis akademis maupun pada hal praktis yang utamanya 
adalah efektifitas kinerja lembaga pengawasan agar bisa menekan 
tingkat penyimpangan. 
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat menjadi 
sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 
dalam kajian ilmu Pemerintahan 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi unit kerja 
pengawasan, para pimpinan unit kerja pelaksana dan 
perencanaan untuk terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja 









Teori analisis menurut para ahli memiliki peran yang sangat 
penting khususnya dalam menciptakan suatu penemuan atau solusi 
akan sebuah permasalahan. Peran analisis juga ditujukan untuk 
melakukan deteksi apabila terdapat suatu kejanggalan atau penemuan 
khusus dalam suatu penelitian. Melalui analisis data, langkah 
penyelesaian suatu masalah pun dapat diketahui. 
Teori analisis merupakan uraian atas sebuah pokok permasalahan 
sesuai dengan penelitian atau hasil observasi yang telah dilakukan. 
Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty (dalam 
http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm), 
menganalisis merupakan : 
“Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelahaan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 
keseluruhan”4 
 
Dengan demikian, berdasarkan ciri-ciri tersebut, pengertian 
analisis adalah sebagai suatu tindakan untuk menjawab permasalahan 
berdasarkan observasi, pengolahan data, dan akhirnya penarikan 
                                                          
4 Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty dalam http://www.bimbingan.org/teori-analisis-
menurut-para-ahli.htm, page. 1 
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kesimpulan, sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat 
diketahui dengan tepat. 
Dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data 
memerlukan cara berfikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati. Kedua 
proses tersebut merupakan proses yang saling terkait dan sangat erat 
hubungannya. 
Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data 
dalam rangka mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan. 
Sedangkan interpretasi data adalah proses pemberian makna terhadap 
pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam sebuah 
penelitian. Data yang terkumpul diharapkan dapat merupakan jawaban 
dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Proses penyusunan 
data dapat berbeda-beda antar peneliti tergantung selera, pengalaman 
dan kreatifitas berfikir sehingga data yang terkumpul dapat 
mempengaruhi pemilihan alat analisis data. 
Dalam penelitian kualitatif tidak ada formula yang pasti untuk 
menganalisis data seperti formula yang dipakai dalam penelitian 
kuantitatif. Namun, pada dasarnya terdapat beberapa kesamaan 
langkah yang ditempuh untuk menganalisis dan interpretasi data. 
Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang 
berhasil dihimpun dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan 
lapangan, dan kajian dokumen (pustaka). Langkah berikutnya reduksi 
data yang dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan upaya 
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membuat rangkuman dari segala data yang ada. Kemudian, 
menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini 
dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Pengkategorian ini 
dilakukan dengan cara koding. Selanjutnya adalah melakukan 
pemeriksaan keabsahan data. Langkah terakhir, penafsiran data yang 
telah diuji (verifikasi) untuk dijadikan teori substansif dengan 
menggunakan beberapa metode tertentu. 
2.1.1. Fungsi Analisis 
Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan, analisis memiliki fungsi sebagai berikut : 
a. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, 
sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah 
penyelesaiannya secara tepat dan sesuai. 
b. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci 
mengenai objek permasalahan. Hal ini tentu mendukung proses 
penemuan solusi dari permasalahan yang dianalisis. 
c. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi 
yang akan dilakukan. 
Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media 
menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah 
yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam 
tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil 
analisis akan sangat mempengaruhi kesimpulan dan solusi atas 
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masalah tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai 
tahapan dasar atas perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan 
cara sistematis, teliti, dan objektif.5 
2.2. Pengawasan 
hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya 
penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, 
kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas 
organisasasi. Menurut Sondang P. Siagian yang dimaksud dengan 
pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh 
kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan 
yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan sebelumnya.6 Berbeda dengan pendapat Sondang P. 
Siagian, Victor M Situmorang berpendapat bahwa pengawasan adalah 
setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh 
mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan 
sasaran yang hendak dicapai.7 
Jika ditinjau dari hubungan pusat dan daerah, pengawasan 
merupakan “pengikat” kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi 
tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam 
                                                          
5 Victor (1994) 
6 Sondang p. Siagian (Efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan) (2010:176) 
7 Victor M. Situmorang (Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan) ( 2010:176) 
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kesatuan (unitary):”… if local autonomy is not to produce a state of 
affairs bordering on anrchy, it must subordinated to national interest by 
means devised to keep its actions within bounds”.8 
Pengawasan menurut Muchsan ialah kegiatan untuk menilai suatu 
pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan 
hanya tebatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan 
telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya 
(dalam hal ini berujud suatu rencana/plan).9 Robert J. Mockler 
memberikan pengertian, bahwa pengawasan adalah suatu usaha 
sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-
tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, 
membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 
sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-
penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk 
menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara 
paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.10 
                                                          
8 Sir William O. Hart – J.F. Garner, Introduction  To the Law of The Local Government and 
Administration, Butterworths, London, 1973, hal. 297. Dikutip kembali oleh Bagir Manan dalam, 
hubungan…, Op. Cit., hlm 181, (pengawasan pusat dan daerah, 2007;33) 
9 Muchsan, Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat Pemerintah dan peradilan tata usaha 
Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 37 (pengawasan terhadap pusat dan daerah, 
2007;33) 
10 Robert J. Mockler. The Management Control Process, dalam  T. Hani Handoko, Manajemen , BPEE, 
Yogyakarta, 1991, hal. 360 (pengawasan pusat terhadap daerah, 2007;34). 
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Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap Pemerintah, 
terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan, 
alasannya: pertama, pada umumnya sasaran pengawasan terhadap 
Pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar Negara hukum 
kesejahtraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa 
kekuasaan Pemerintah sabagai penyelenggara kesejahtraan 
masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas 
kekuasaannya,11 kedua, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur 
dan membatasi kekuasaan dan tindakan Pemerintah dalam bentuk 
hukum material maupun hukum formal (rechtmatigheid), serta 
manfaatnya bagi kesejahtraan rakyat (doelmatigheid), ketiga, adanya 
pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan, 
keempat, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap 
tolak ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan, kelima, apabila 
dalam pencocokan menunjukan telah terjadi penyimpangan dari tolak 
ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, 
pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku 
kekeliruan itu.12 
 
                                                          
11 SF. Marbun, peradilan administrasi Negara dan upaya administrative diindonesia, Liberty, 
Yogyakarta, 1997, hlm. 12. 
12 Irfan Fachruddin, pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan Pemerintah, alumni, 
Bandung, 2004 hlm. 90-91. 
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2.2.1. Maksud pengawasan 
Pengawasan di adakan dengan maksud: 
1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. 
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang di buat oleh pegawai dan 
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-
kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. 
3. Mengetahui apa penggunaan budget yang telah di tetapkan dalam 
rancana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang di 
rencanakan. 
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase 
tingkat pelaksanaan) seperti yang telah d tentukan dalam planning 
atau tidak. 
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalam planning yaitu standar13. 
Selanjutnya menjelaskan bahwa maksud diadakannya 
pengawasan adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah 
di tentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah di 
gariskan dalam rencana. 
2. Bawha struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan pola yang 
telah di tentukan dalam  rencana. 
                                                          
13Victor M. Situmorang dan Jusuf juhir ( Aspek hukum pengawasan melekat 1993:21) 
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3. Bawha seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan 
bakat, keahlian, dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa 
usaha pengembangan keterampilan bawahannya dilaksanakan 
secara berencana, kontinyu,dan sistematis. 
4. Bahwa penggunaaan alat-alat di ushakan agar supaya sehebat 
mungkin. 
5. Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di 
dasarkan pada pertimbangan kekuasaan, kedudukan maupun 
terutama keuangan14. 
2.2.2. Tujuan Pengawasan 
Menurut Achmad Natsier, tujuan pengawasan ialah untuk 
menjamin keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan 
pembangunan dan pembina kemasyarakatan secara berdaya guna dan 
tepat guna serta menurut kebijaksanaan, rencana dan aturan yang 
berlaku.15 Pendapat berbeda dikemukaan oleh Sondang P.Siagian, 
menurutnya tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa 
yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar benar 
merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf 
pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi 
yang telah di keluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan 
serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana 
                                                          
14S.P.Siagian (proses pengelolaan pembangunan nasional 1982:134) 
15 Achhmad natsier (1994;20) 
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berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan 
untuk memperbaikinya pada waktu itu maupun yang akan datang.16 
Pendapat selanjutnya yakni menurut  Sujamto, menurutnya, tujuan 
dari pengawasan ialah untuk mengetahui dan memahami kenyataan 
yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang 
menjadi objek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya 
atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan 
diwaktu yang akan datang.17 
2.2.3. Fungsi Pengawasan 
Pengwasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang 
sangat penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. Pengawasan 
bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan 
bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan 
dengan mulus dan lancar sehingga organisaisi bisa mencapai setiap 
sasaran yang telah ditetapkannya. Lebih detailnya, fungsi pengawasan 
adalah: 
1. Sebagai sarana manajemen untuk memberikan penilaian apakah 
pengendalian yang telah dilakukan oleh manajemen sudah 
mencukupi serta telah dikerjakan dengan efektif. 
                                                          
16 Sondang P. Siagian (proses pengelolaan pembangunan nasional 1982:134) 
17 Sujamto, 1989;18) 
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2. Untuk memberikan penilaian apakah organisasai telah berjalan 
sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan seperti yang telah 
dilaporkan oleh pelaksanan tugas. 
3. Untuk memberikan penilaian apakah setiap bagian  dari 
manajemen telah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung 
jawabnya. 
4. Untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilakukan secara efektif 
dan efisien. 
5. Untuk memastikan apakah tujuan organisasi telah tercapai atau 
tidak. 
Jadi, fungsi pengawasan adalah untuk memberikan analisis, 
menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan 
sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi yang telah diteliti.18 
2.2.4. Metode Pengawasan 
Metode pengawasan merupakan cara yang di lakukan dalam 
melaksanaakan pemantauan agar mampu mengungkapkan segala 
sesuatu yang ingin di ketahui dalam melaksanakan tugas umum 
Pemerintahan dan pembangunan menjadi tanggung jawab seseorang 
atau satuan unit tertentu.19 
Metode pengawasan: 
                                                          
18 http://matakristal.com/pengertian-fungsi-pengawasan/. 
19 Hadari Nawawi, (1989:5) 
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1) Pengawasan Lansgsung 
Adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh 
pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, 
mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan, dan 
menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. 
Hal ini dilakukan dengan inspeksi. 
2) Pengawasan Tidak Langsung 
Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari 
laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun 
tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan 
sebagainya tanpa pengawasan on the spot 
2.2.5. Prinsip Pengawasan 
Prinsip-prinsip pengawasan yaitu: 
1) Preventif, pengawasan yang pada akhirnya adalah untuk menjamin 
tercapainya tujuan yang telah di tetapkan, maka yang terbaik adalah 
mencegah sebelum kesalahan terjadi. 
2) Efisiensi, pengawasan harus di laksanakan secara efisien, bukan 
justru menghilangkan efisiensi kegiatan-kegiatan yang di lakukan. 
3) Objektivitas dan menghasilkan fakta, bahwa pengawasan di 
laksanakan harus bersifat objektif  dan berdasarkan pada fakta-fakta 




4) Memperhaatikan keputusan pimpinan, pengawasan bertitik tolak pada 
keputusan pimpinan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai ada 
tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi 
5) Pengawasan bukan tujuan, pengawasan sebaiknya tidak di jadikan 
tujuan tetapi merupakan sarana utnuk menjamin tercapainya tujuan 
yang telah ditetapkan. 
2.2.6. Jenis-Jenis Pengawasan 
Dalam kehidupan manusia di dunia ini agar dapat tercipta 
keteraturan , maka perlu diciptakan pengaturan yang berupa ketentuan 
yang harus mereka taati bersama sehingga kehidupan mereka berjalan 
dalam keseimbangan. Oleh sebab itu peranan keberadaan pengawasan 
sangat penting artinya dalam setiap aspek kehidupan manusia.  
Sungguh banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek 
kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara 
tindakan dengan ketentuan yang telah mereka sepakati. Berikut adalah 
beberapa jenis-jenis pengawasan: 
1) Pengawasan langsung dan tidak langsung 
2) Pengawasan Preventif dan Represif : 
Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila 
dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerja, dapat dibedakan 
antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.  
19 
 
a. Pengawasan Preventif  
Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit 
sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan 
pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana 
anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber 
lain. 
b. Pengawasan Represif 
Adapun pengawasan represif dilakukan melalui pre-
audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan 
sebagainya.  
3) Pengawasan Intern dan Ekstern 
a. Pengawasan Intern  
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan 
oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya 
pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. 
Akan tetapi, didalam praktek hal ini tidak selalu mungkin 
terjadi. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi 
pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan 
mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai 
fungsi organik, built-in pada setiap jabatan pimpinan mereka 
harus mengawasi pimpinan melakukan pengawasan tehadap 
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keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti oleh 
Inspektorat Jendral dalam Departemen.  
b. Pengawasan Ekstern  
Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang 
dilakukan oleh aparat luar orgsanisasi itu sendiri, seperti 
halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur 
Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan 
Negara terhadap departemen dan instansi Pemerintah lain. 
Ditinjau dari segi keseluruhan organisasi aparatur Pemerintah 
(Lembaga Eksekutif), pengawasan oleh Direktorat Jenderal, 
Pengawasan Keuangan Negara merupakan pengawasan 
Intern.  
Macam-macam pengawasan ini didasarkan pada pengklasifikasian 
pengawasan. Disamping itu ada pula macam pengawasan ditinjau dari 
bidang pengawasannya yakni: 
a. Pengawasan anggaran pendapatan ( Budgetry Control). 
b. Pengawasan biaya ( Cost Control). 
c. Pengawasan barang inventaris (Inventory Control). 
d. Pengawasan Produksi ( Production Control). 
e. Pengawasan jumlah hasil kerja ( Quantity Control). 
f. Pengawasan pemeliharaan (Maintenance Control). 
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g. Pengawasan kualitas hasil kerja (Quality Control)20. 
 
Adapun macam-macam pengawasan menurut Instruksi Presiden 
tersebut sebagai berikut :  
1) Pengawasan Fungsional  
Pengawasan Fungsional merupakan kebijakan pengawasan 
yang digariskan oleh Presiden, kegiatan pengwasan dilaksanakan 
berdasarkan rencana atau program kerja pengawas tahunan. 
2) Pengawasan Masyarakat  
Pengawasan Masyarakat merupakan pengawasan yang 
dilakukan oleh masyarakat yang dipilih untuk mengawasi jalannya 
suatu kegiatan, misalnya oleh LSM atau Lembaga Swadaya 
Masyarakat.  
3) Pengawasan Legislatif  
Pengawasan Legislatif merupakan pengawasan yang 
dilakukan oleh lembaga Legislatif, dalam hal ini adalah DPRD 
dengan segala alat atau sarana yang dipunyai oleh badan 
Legislatif yaitu hak minisiatif, hak amandemen, hak budget, dll.21 
2.2.7. Ruang Lingkup Pengawasan 
Ruang lingkup pengawasan: 
                                                          
20 Ir Sujamto Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia (1986:16) 
21Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Tata Cara Pengewasan 




1) Kegiatan BUMN dan BUMD. 
2) Pelaksanaan rencana pembangunan. 
3) Kegiatan umum Pemerintahan. 
4) Penyelenggaran penguasaan dan pengelolaan keuangan dan 
kekayaan negara. 
5) Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh aparatur.22 
2.2.8. Teknik pengawasan 
Teknik pengawasan yaitu merupakan cara yang di tempuh oleh tim 
pengawas untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan 
keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Biasanya 
teknik  yang di gunakan dalam pengawasan dan pemeriksaan adalah 
sama. Teknik pengawasan dibutuhkan dengan alasan sebagai berikut:   
a. Bahwa untuk membuktikan adanya indikasi penyimpanan tidaklah 
selalu mudah dilakukan, dan terkadang dibutuhkan teknik yang 
berbeda untuk indikasi temuan yang berbeda. 
b. Tidaklah mudah pula bagi auditor untuk memahami bukti auditor 
yang ada, terkadang dibutuhkan analisa dan teknik tertentu untuk 
memastikan bahwa dari bukti tersebut terdapat indikasi temuan. 
c. Bukti-bukti tersebut terkadang sulit untuk diperoleh dan perlukan 
berbagai cara dan teknik tertentu untuk memperoleh dan 
memahami bukti tersebut. 
                                                          
22 Sistem administrasi negara RI ( 1987:129 ) 
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d. Dan yang terpenting adalah untuk setiap temuan yang tertulis oleh 
auditor mutlak diperlukan adanya bukti-bukti yang memadai. 
Ada banyak teknik pengawasan, di antaranya yang umum 
digunakan, antara lain: 
a. Inspeksi dilakukan dengan cara pengamaatan langsung terhadap 
proses yang diperiksa,  untuk pembuktikan atas segala sesuatu 
keadaan atau sesuatu masalah pada kurun waktu tertentu. 
Inspeksi di lakukan minimal oleh dua orang pemeriksa dan di 
sertai oleh wakil dari pihak yang di periksa sehingga diperoleh 
hasil pengamatan dan analisa yang lebih objektif dan tidak 
sepihak. 
b. Observasi juga dilakukan dengan pengamatan secara langsung 
hanya saja observasi dilakukan secara kontinyu dalam kurun 
waktu tertentu dan terkadang dilakukan dengan melihat dari jarak 
jauh atau tanpa disadari oleh pihak yang diamati. 
c. Tanya jawab, cara yang dilakukan dapat berbentuk lisan 
(wawancara)  maupun tertulis. Dalam teknik tanya jawab ini, 
sebaiknya auditor menetukan terlebih dahulu pihak yang 
berkompeten untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan dan 
disepakati waktu wawancara terlebih dahulu sehingga tidak 
menganggu pekerjaan dari pihak yang diperiksa terutama apabila 
wawancara membutuhkan waktu yang lama. Apabila auditor akan 
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merekam hasil tanya jawab sebaiknya auditor terlebih dahulu 
bahwa proses tanya jawab ini akan direkam oleh auditor. 
d. Konfirmasi dilakukan kepada pihak eksternal, diluar dari pihak 
yang diperiksa dengan tujuan untuk melakukan cros check atas 
kebenaran informasi yang disampaikan oleh pihak yang periksa. 
Konfirmasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. 
Konfirmasi secara lisan dilakukan secara langsung kepada pihak 
yang bersangkutan. Sedangkan konfirmasi secara tertulis di bagi 
menjadi dua yaitu konfirmasi positf dan konfirmasi negatif. 
e. Teknik Analisa dilakukan atas konfirmasi ataupun data yang 
diterima. Informasi atau data tersebut harus dianalisa terlebih 
dahulu baru dapat disimpulkan apakah telah terjadi penyimpangan 
atau tidak berdasarkan data atau informasi tersebut. 
f. Teknik Perbandingan Adalah dengan membandingkan antara 
satu keadaan dengan keadaan lainnya: 
a. Dengan membandingkan keadaan yang seharusnya dengan 
senyatanya. 
b. Keadaan yang sekarang dengan tahun yang sebalumnya 
c. Keadaan di suatu Daerah/Instansi dengan Daerah/Instansi 
yang diperiksa. 
Teknik pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan atas bukti-
bukti tertulis. Terdapat beberapa teknik pemeriksaan atas bukti-bukti 
tertulis antara lain: 
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a. Vouching, merupakan teknik pengujian atas keabsahan dan 
kelengkapan bukti transaksi, misalnya pengujian atas keabsahan 
dan kelengkapan kwintasi transaksi suatu kegiatan transaksi yang 
diperiksa. 
b. Verifikasi, merupakan teknik pengujian atas ketelitian perkalian, 
penjumlahan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensinya tujuan 
voucing dan verifikasi, yaitu untuk memastikan bahwa: 
1. Bukti telah disetujui oleh pejabat yang berwewenang. 
2. Bukti sesuai dengan tujuannya. 
3. Jumlah yang tertera dalam bukti tersebut benar. 
4. Pencatatan telah dilakukan secara benar. 
5. Pemilikan dan eksistensinya sah. 
c. Teknik rekonsiliasi merupakan penyesuaian antara dua kelompok 
data yang berhubungan dan dibuat oleh pihak yang berbeda untuk 
mendapatkan data yang benar. Contohnya adalah rekonsiliasi 
antara saldo rekening bank dengan saldo buku yang disusun oleh 
bendaharawan. 
d. Teknik penelusuran ulang (trasir). Penelusuran ini biasanya 
dilakukan mengikuti tahapan proses laporan namun dilakukan 
secara mundur misalnya: berdasarkan laporan keuangan daerah 
ditelusuri secara mundur mulai dari laporan, proses 
penatausahaan, proses pelaksanaan, proses penganggaran 
sampai dengan proses perencaaan dilengkapi dengan 
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pemeriksaan atas bukti yang terkait pada setiap proses tersebut. 
Penelusuran ini bertujuan untuk memastikan pada tahapan mana 
yang menjadi penyebab utama atas terjadinya suatu 
penyimpangan. 
e. Teknik perhitungan ulang dilakukan untuk lebih menyakinkan atas 
kebenaran dari kalkulasi yang dibuat oleh pihak yang diperiksa. 
Tidak jarang dalam melakukan kalkulasi terjadi lebih atau kurang 
kalkulasi dalam jumlah yang signifikan. 
f.  Scanning yang merupakan kajian secara umum cepat untuk 
menemukan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. 
Teknik scanning ini biasanya dilakukan oleh auditor yang telah 
berpengalaman yang telah beberapa kali melakukan pemeriksaan 
atas objek yang diperiksa23. 
2.2.9. Sasaran Pengawasan 
Enam sasaran utama dalam pengawasan yaitu: 
a. Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang 
telah ditetapkan terselenggaranya sesuai dengan jiwa dan 
semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. 
b. Untuk lebih menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk 
membiayai berbagai kegiatan oprasional benar-benar 
                                                          
23 Panduan Pelatihan Pengawasan Internal Bagi Staf Badan Pengawasan Daerah ( Oktober : 2008 ) 
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dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efisien 
dan efektif. 
c. Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar 
berorientasi kepentingan organisasi bukan pada kepentingan 
individu. 
d. Untuk lebih menjamin penyediaan dan pemanfaatan sarana dan 
prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh 
manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana 
tersebut. 
e. Untuk lebih menjamin bawah standar mutu hasil pekerjaan 
terpenuhi semaksimal mungkin. 
f. Untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua 
pihak.24  
2.3.10. Pengawasan yang Efektif 
Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto yaitu : 
1. Ada  unsur  keakuratan,  dimana  data  harus  dapat  dijadikan 
pedoman dan valid. 
2. Tepat waktu,  yaitu  dikumpulkan,  disampaikan  dan dievaluasikan  
secara  cepat  dan  tepat  dimana  kegiatan perbaikan perlu 
dilaksanakan 
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami 
                                                          
24 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi 1985:99  
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4. Terpusat,  dengan  memutuskan  pada  bidang-bidang 
penyimpangan yang paling sering terjadi. 
5. Realistis  secara  ekonomis,  dimana  biaya  sistem  pengawasan 
harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat. 
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan 
yang ada di organisasi. 
7. Terkoordinasi  dengan  aliran  kerja,  karena  dapat  menimbulkan 
sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan 
yang memerlukannya. 
8. Fleksibel,  harus  dapat  menyesuaikan  dengan  situasi  yang 
dihadapi,  sehingga  tidak  harus  buat  sistem  baru  bila  terjadi 
perubahan kondisi. 
9. Sebagai  petunjuk  dan  operasional,  dimana  harus  dapat 
menunjukan  deviasi  standar  sehingga  dapat  menentukan 
koreksi yang akan diambil. 
10. Diterima  para  anggota  organisasi,  maupun  mengarahkan 
pelaksanaan  kerja  anggota  organisasi  dengan  mendorong 




                                                          
25 Sarwoto (2010 : 28) 
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2.2.11. Pentingnya Pengawasan 
Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka 
yang telah  memiliki  disiplin  tinggi.  Begitu  pula  dengan  keadaan  
lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin 
secara baik. Disiplin  yang  dari  rasa  sadar dan  insaf  akan  membuat  
seseorang melaksanakan  sesuatu  secara  tertib,  lancar  dan  teratur  
tanpa  harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang 
bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang 
tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan  organisasi  yang  berlaku.  
Hal  inilah yang diharapkan pada diri setiap pegawai melalui 
pengawasan dan pembinaan pegawai. 
Ada  berbagai  faktor  yang  membuat  pengawasan  semakin  
diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswanto adalah: 
1. Perubahan  lingkungan  organisasi.  Berbagai  perubahan 
lingkungan  organisasi  terjadi  terus  menerus  dan  tidak  dapat 
dihindari,  seperti  munculnya  inovasi  produk  dan  persaingan 
baru,  diketemukannya  bahan  baku  baru,  adanya  peraturan 
Pemerintah  baru, dan sebagainya.  Melalui fungsi  pengawasan 
manajer  mendeteksi  perubahan-perubahan  yang  berpengaruh 
pada  barang  dan  jasa  organisasi,  sehingga  mampu 
menghadapi  tantangan  atau  memanfaatkan  kesempatan  yang 
diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi. 
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2. Peningkatan komplesitas  organisasi. Semakin besar organisasi 
semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. 
Berbagai  jenis  produk  harus  diawasi  untuk  menjamin bahwa 
kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada  
para  penyalur  perlu  dianalisis  dan  dicatat  secara  tepat, 
bermacam-macam  pasar  organisasi,  luar  dan  dalam  negeri, 
perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam 
negeri,  perlu  selalu  dimonitor.  Disamping  itu  organisasi 
sekarang  lebih  bercorak  desentralisasi,  dengan  banyak  agen-
agen  atau  cabang-cabang  penjualan  dan  kantor-kantor 
pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau 
fasilitas-fasilitas  penelitian  tersesbar  luas.  Semuanya 
memerlukan  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  dengan  lebih 
efisien dan efektif. 
3. Kesalahan-kesalahan.  Bila  para  bawahan  tidak  pernah 
membuat  kesalahan,  manajer  dapat  secara  sederhana 
melakukan  fungsi  pengawasan.  Tetapi  kebanyakan  anggota 
organisasi  sering  membuat  kesalahan  memesan  barang  atau 
komponen yang salah, membuat penentuan harga yang  terlalu 
rendah,  masalah-masalah  didiagnosa  secara  tidak  tepat. 
Sistem  pengawasan  memungkinkan  manajer  mendeteksi 
kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. 
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4. Kebutuhan  manajer  untuk  mendelegasikan  wewenang.  Bila 
manajer  mendelegasikan  wewenang  kepada  bawahannya 
tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu -satunya 
cara  manajer  dapat  menentukan  apakah  bawahan  telah 
melakukan  tugas-tugas  yang  telah  dilimpahkan  kepadanya 
adalah  dengan  menginplementasikan  sistem  pengawasan. 
Tanpa  sistem  pengawasan.  Tanpa  sistem  tersebut,  manajer 
tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.Kata  
pengawasan  sering  mempunyai  konotasi  yang  tidak 
menyenangkan,  karena  dianggap  akan  mengancam  kebebasan  
dan otonomi  pribadi.  Padahal  organisasi  sangat  memerlukan  
pengawasan untuk  menjamin  tercapainya  tujuan.  Sehingga  
tugas  manajer  adalah menemukan  keseimbangan  antara  
pengawasan  organisasi  dan kebebasan  pribadi  atau  mencari  
tingkat  pengawasan  yang  tepat. Pengawasan  yang  berlebihan  
akan  menimbulkan  birokrasi,  mematikan kreativitas, dan 
sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. 
Sebaliknya  pengawasan  yang  tidak  mencukupi  dapat  
menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit 
pencapaian tujuan.26 
 
                                                          




Dalam berbagai pustaka ilmu Pemerintahan telah dicatat beberapa 
defenisi ilmu Pemerintahan. Beberapa defenisi itu bertolak dari 
anggapan dasar bahwa ilmu Pemerintahan adalah bagian integral ilmu 
politik. Beberapa defenisi lainnya bersifat normative. Dari anggapan 
dasar diatas, untuk sementa ilmu Pemerintahan dapat didefenisikan 
sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi 
kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan civil, 
dalam hubungan Pemerintahan , (sehingga dapat diterima) pada saat 
dibutuhkan oleh yang bersangkutan.27  
Secara etimologi Pemerintahan berasal dari kata Pemerintah, 
sedangkan Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus kata-
kata tersebut mempunyai arti yakni, perintah adalah perkataan yang 
menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan 
memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang 
memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu 
Pemerintah), sedangkan Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, 
urusan, dan sebagainya) memerintah. Meskipun demikian, beliau 
mencoba memberikan makna kata Pemerintah dengan menerjemahkan 
                                                          
27 Taliziduhu ndaraha, kyberlonogy (ilmu Pemerintahan baru) 2007;7 
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kata government sebagai kata Pemerintah atau dapat juga diartikan 
sebagai Pemerintahan28. 
Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, 
tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai 
tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang 
terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, 
berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah 
negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat 
didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem 
struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan 
atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan Negara.29 
Pemerintah merupakan kemudi dalam Bahasa latin asalnya 
Gubernaculum. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki 
kewengangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan 
hukum dan undang-undang dikawasan tertentu. Kawasan tersebut 
adalah wilayah yang berada dibawah kekuasaan mereka. Pemerintah 
berbeda dengan Pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat 
pelengkap. jika dilihat dari arti sempit Pemerintah hanyalah lembaga 
eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas Pemerintahan adalah semua 
                                                          
28S. Pamudji (1986:22-23) 
29Haryanto dkk, 1997:2-3 
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yang mencakup aparatur Negara yang meliputi semua organ-organ, 
badan, atau lembaga, alat kelengkapan Negara yang menjalankan 
berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan Negara. Lembaga Negara 
yang dimaksud adalah, eksekutif, legislative, dan yudikatif.30 
Pemerintah adalah badan yang menjalankan tugas-tugas publik 
Pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah adalah badan eksekutif 
dan pelaksanaan tugas-tugasnya mendapat pengawasan dari badan 
legislatif31. 
Selanjutnya, Tentang birokrasi Pemerintahan yang merupakan 
seluruh jajaran badan-badan eksekutif sipil yang dipimpin oleh pejabat 
Pemerintah dibawah tingkat menteri.  Tugas pokok birokrasi disini 
adalah secara professional menindaklanjuti keputusan politik yang telah 
diambil oleh Pemerintah32. 
Peraturan penyelenggaraan Pemerintahan tentunya terdapat satu 
ketentuan dasar atau pedoman dasar, dimana penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah telah diatur dan dicantumkan pada pasal 18 
Undang-Undang Dasar 1945 pada Amandemen kedua (tanggal 18 
Agustus 2000), dimana terdapat 7 (tujuh) ayat, antara lain: 
                                                          
30 http://sistemPemerintahan-indonesia.blogspot.com/ 
31Soewarno 
32Moerdiono (1992: 38), 
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a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai 
Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. 
b. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan. 
c. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 
d. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis. 
e. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan Pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 
f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. 
g. Susunan dan tatacara penyelenggaraan Pemerintahan daerah 
diatur dalam undang-undang. 
Selanjutnya tentang hubungan antara Pemerintah pusat dan 
Pemerintah daerah dituangkan dalam pasal 18A Undnag-Undang Dasar 
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1945 yang juga pada amandemen kedua yang terdiri atas 2 (dua) ayat, 
antara lain: 
a. Hubungan wewenang antara Pemerintah pusat dan pemeritnah 
daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota, atau antara Provinsi 
dengan Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang 
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 
b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 
daya alam dan sumber daya lainnya antar Pemerintah pusat dan 
Pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan 
selaras berdasarkan undang-undang (Amandemen UUD 1945, 18 
Agustus 2000). 
Selanjutnya tentang hubungan antara Pemerintah pusat dan 
Pemerintah daerah dituangkan dalam pasal 18A Undang-Undang Dasar 
1945 yang juga pada amandemen kedua yang terdiri atas 2 (dua) ayat, 
antara lain: 
a. Hubungan wewenang antara Pemerintah pusat dan pemeritnah 
daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota, atau antara Provinsi 
dengan Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang 
dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 
b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 
daya alam dan sumber daya lainnya antar Pemerintah pusat dan 
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Pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan 
selaras berdasarkan undang-undang33. 
Untuk kemudian diatur dalam pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Berdasarkan 
Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa:  
Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, 
atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan daerah.34 
 
                                                          
33Amandemen UUD 19445, 18 Agustus 2000 




Dalam tata aturan Pemerintahan kita kenal adanya lembaga 
Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun 
Eksternal. Untuk tingkat kementrian kita kenal adanya Irjen 
(Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan 
pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedang di Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh 
Inspektorat  Daerah  yang merupakan unsur pengawas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin 
oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 
langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif 
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah,  diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan 
perundang-undangan. 
Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program 
pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, 
pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, 
pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di 
bidang pengawasan.  
Untuk menyelenggarakan fungsi , Inspektorat mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
Pemerintahan. 




c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
kesejahteraan sosial 
d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
keuangan dan asset; dan 
e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 
Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah 
Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari 
aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan 
misi serta program-program Pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar 
manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi 
perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian 
visi, misi dan program-program Pemerintah, Inspektorat daerah menjadi 
pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam 
pelaksanaan  program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah.  
Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja 
dalam organisasi Pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang 
lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 
ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan 
berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya 
pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan 
efektivitas prosedur dan kegiatan Pemerintah daerah, serta yang tidak 
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kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang 
dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral 
dalam organisasi Pemerintah Daerah. Dari penjelasan itu dapat 
dikatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal 
memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain 
adalah : 
1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan 
fungsi quality assurance. 
2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen 
(Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. 
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal 
dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki 
prosedur yang jelas. 
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang 
proses kegiatan berlangsung. 
5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat 
pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan 
pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk 





a. Inspektorat Utama adalah unsur pembantu Kepala dalam 
penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional.  
b. Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.  
 
Pasal 538: 
Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Negara 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 
Pasal 539: 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
538, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: 
a. pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan 
administrasi umum dan keuangan di lingkungan Kementerian 
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
b. pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara 
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Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 
c. pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian 
usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan. 
d. pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan 
dan pemeriksaan. 
e. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.  
 
BagianKedua 
SusunanOrganisasi Pasal 540: 
Susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri dari: 
a. Sub Bagian Tata Usaha. 
b. Inspektorat Bidang Administrasi Umum. 
c. Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan. 
Bagian Ketiga: 
Sub Bagian Tata Usaha Pasal 541: 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan 







2.5. Kerangka Konsep 
Fungsi dan peran pengawasan adalah suatu kegiatan penilaian 
terhadap suatu organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat 
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan 
yang direncanakan. Menurut Reksohadiprodjo pengawasan adalah 
usaha untuk memberikan petunjuk kepada para pelaksanan, agar 
mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.  
Berdasarkan pendapat yang sebagaimana dilakukakan oleh 
Reksohadiprojo maka dalam melakukan pengawasan, lebih ditekankan 
pada hasil pelaksanaan pekerjaan yang lebih akurat dalam melakukan 
tugas Pemerintahan di daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program 
pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, 
pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, 
pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di 
bidang pengawasan.  
Untuk menyelenggarakan fungsi , Inspektorat mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
Pemerintahan; 
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
perekonomian; 




d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
keuangan dan asset; dan 
e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 
Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah 
Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari 
aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan 
misi serta program-program Pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar 
manajemen, Inspektorat daerah mempunyai kedudukan yang setara 
dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari 
segi pencapaian visi, misi dan program-program Pemerintah, 
Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas 
sekaligus pengawal dalam pelaksanaan  program yang tertuang dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja 
dalam organisasi Pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang 
lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 
ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan 
berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya 
pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan 
efektivitas prosedur dan kegiatan Pemerintah daerah, serta yang tidak 
kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang 
dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral 
dalam organisasi Pemerintah Daerah. Dari penjelasan itu dapat 
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dikatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal 
memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain 
adalah : 
1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan 
fungsi quality assurance. 
2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen 
(Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. 
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal 
dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki 
prosedur yang jelas. 
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang 
proses kegiatan berlangsung. 
5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat 
pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan 
pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk 







































Indikator :  
1. tepat waktu 














3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
dengan pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 
fungsi Inspektorat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
3.2. Tipe Dasar Penelitian 
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. 
Tipe penelitian ini akan memberikan gambaran faktual mengenai 
pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
Menurut  Robert C. Bogdan penelitian deskriptif adalah Bagaimana 
menggambarkan dengan menggunakan ilustrasi sebuah kondisi tertentu 
berdasarkan objek yang sedang diteliti, penelitian deskriptif merupakan 
bagian yang ada didalam penelitian kualitatif. 
Dasar penelitian yang menggunakan metode studi kasus (case 
study) yaitu suatu pendekatan yang betujuan untuk mempelajari secara 
mendalam tentang pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. Studi kasus (case study) adalah suatu 
strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam 
latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kualitatif 
yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya 
dari proposisi teoritis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang 
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bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subyek tunggal 
memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari data 
studi kasus kuantitatif. 
 
3.3. Tehnik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
asalnya,  data primer di peroleh melalui : 
a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian 
yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan 
dengan obyek penelitian. 
b. Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu 
mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan 
untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang 
berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan 
penelitian.  
2. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang 
diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. 
Adapun data skunder diperoleh melalui : 
a. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau 
buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. 
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Ditambah penulusuran data online, dengan pencarian data 
melalui fasilitas internet. 
b. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar 
inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang 
dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari 
data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, 
transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
legger, agenda, dan sebagainya. 
 
3.4. Informan Penelitian 
Informan merupakan orang-orang yang memiliki pemahaman atau 
bahkan orang-orang yang juga ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan 
fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, adapun yang 
menjadi informan dalam penelitian ini ialah: 
1. Inspektur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
2. Sekertaris Inspektorat 
3. Inspektur pembantu wilayah 1 
4. Inspektur pembantu wilayah 2 
5. Inspektur pembantu wilayah 3 








3.5. Analisis Data 
Untuk mendapatkan hasil yang obyektif  dalam penelitian ini, maka 
data yang didapatkan di lapangan akan dianalisa secara kualitatif yang 
didukung dengan data kuantitatif dan kualitatif. 
3.6. Defenisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain :  
a. Dalam keputusan presiden no 74 tahun 2001 tentang tata cara 
pengawasan dan penyelenggaraan Pemerintah daerah ditegaskan 
mengenai macam-macam pengawasan. Pengawasan fungsional 
merupakan kebijakan pengawasan yang digariskan oleh Presiden, 
kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan rencana atau 
program kerja pengawas tahunan. 
b. Fungsi Inspektorat Kabupaten pangkejene dan kepulauan dalam 
hal ini yang menjadi pembahasan yaitu pemeriksaan, pengujian, 
dan pengusutan atau penyelidikan. 
c. Indikator yang menjadi penilaian didalam membahas efektivitas 
pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten pangkejene dan 
kepulauan adalah tepat waktu, obyektif, dan keakuratan. 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pelaksanaan fungsi 
Inspektorat Kabupaten pangkejene dan kepulauan adalah: 
1. Aparat pengawas 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Profil Daerah Penelitian 
4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Visi :Pangkajene dan Kepulauan sebagai penghasil produk 
pertanian, perkebunan,  perikanan, dan kelauatan. 
 Misi :Misi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
tahun 2011-2015, yang diemban untuk menyejahterakan 
masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai 
berikut: 
1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan mutu SDM. 
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk dan 
pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh  
3. Membangun insfrastruktur pendukung sektor ekonomi dan 
sosial. 
4. Memperluas akses pasar domestik, internasional, dan 
jaringan partnership. 
5. Peningkatan pelayanan dan mempercepat terciptanya 




4.1.2. Wilayah Administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak dibagian 
barat Provinsi Sulawesi-Selatan, dengan Pangkajene sebagai 
pusat pelayanan wilayah bagi Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan, selain itu karena letaknya yang sangat strategis dekat 
dengan ibukota provinsi Sulawesi-Selatan. Berdasarkan letak 
astronomi, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada 11 
.00’ Bujur timur dan 040. 40’ – 080. 00’ lintang selatan. 
 Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan 12.362,73 Km2 (setelah diadakan analisis 
Bakosurtanas) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km2 , dengan 
daratan seluas 89.829 Km2 , dan panjang garis pantai diKabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari 
barat ketimur, dimana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
terdiri dari 13 kecamatan, dimana 9 kecamatan terletak pada 
wilayah daratan dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan. 
Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan adalah sebagai berikut: 
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten barru. 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten maros. 
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten bone. 
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4. Sebelah barat berbatasan dengan pulau Kalimantan, pulau 
jawa dan Madura, pulau nusa tenggara dan pulau bali. 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki karakteristik 
wilayah yang merupakan perpaduan antara tiga dimensi wilayah, 
yaitu dataran rendah, dataran tinggi (pegunungan), dan dataran 
kepulauan, sehingga dikenal dengan sebutan daerah tiga dimensi. 
4.1.3. Kependudukan 
Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
pada tahun 2010 sekitar 367.371 jiwa dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan, dengan penyebarannya dapat diliahat 















Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
berdasarkan kecamatan 
 
Nama Kecamatan Jumlah KK Jumlah Penduduk 
Kecamatan Lk.Tangaya 4.495 17.301 jiwa 
Kecamatan Lk.Kalukuang 
Masalima (Kalmas) 
3.255 13.280 jiwa 
Kecamatan Pangkajene 12.864 52.551 jiwa 
Kecamatan Balocci 4.658 17.972 jiwa 
Kecamatan Bungoro 12.078 46.103 jiwa 
Kecamatan Labakkang 14.829 56.654 jiwa 
Kecamatan Ma’rang 9.320 36.356 jiwa 
Kecamatan Segeri 6.506 27.206 jiwa 
Kecamatan Minasatene 9.050 36.872 jiwa 
Kecamatan Mandalle 4.391 16.863 jiwa 
Kecamatan Tondong 
Tallasa 
3.011 10.700 jiwa 
Kecamatan Lk.Tupabiring 4.656 19.825 jiwa 
Kecamatan Lk. Tupabiring 
Utara 
3.780 15.688 jiwa 
Total penduduk 92.893 367.371 jiwa    
Sumber : BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
     Secara keseluruhan penduduk perempuan lebih banyak 
dibandingkan dengan penduduk laki-laki, yakni 163.897 jiwa 
penduduk perempuan berbanding 150.126 jiwa penduduk laki-laki 
atau dengan rasio setiap 100 orang perempuan terdapat 92 orang 
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laki-laki. Dari seluas 1.122,29 km, Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan terdapat 76.928 rumah tangga dengan penduduk rata-
rata 282 jiwa/km dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 
sebanyak 4 orang. Untuk lebih rincinnya dapat dilihat pada tabel 
4.2 berikut ini 
 
Tabel 4.2 
Pembagian jumlah penduduksetiap Kecamatan 
berdasarkan jenis kelamin 
Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 
Liukang 
Tangaya 
9.181 9.719 18.900 
Liukang 
Kalmas 
6.4.68 6.904 13.372 
Liukang 
Tupabbiring 




6.684 7.008 13.692 
Pangkajene 19.888 21.462 41.350 
Minasatene 15.645 16.849 32.494 
Balocci 7.887 8.052 15.939 
Tondong 
Tallasa 
4.928 5.296 10.224 
Bungoro 19.953 20.505 40.458 
Labakkang 23.605 26.365 49.970 
Ma'rang 16.728 17.962 34.690 
Segeri 9.682 10.695 20.377 
Mandalle 7.541 7.941 15.482 
J U M L A H 157.006 168.233 325.239 
2011 157.315 169.042 326.357 
2010 150.141 162.535 312.676 
 Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
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Peningkatan jumlah penduduk tersebut diakibatkan adanya 
beberapa faktor seperti adanya perpindahan penduduk dari daerah 
lain, kelahiran dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk yang 
paling tinggi karena adanya perpindahan penduduk dari daerah 
lain. Hal ini terjadi akibat semakin terbentuknya peluang ekonomi 
utamanya pada penduduk wilayah kepulauan yang sangat 
strategis karena berada pada lintas batas sebelah barat yang 
menghubungkan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Madura, 
dan Pulau Bali. 
Secara umum, keadaan penduduk Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan bersifat hetorogen baik ditinjau dari segi suku/ras, 
tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. 
4.1.4. Sarana Pendidikan 
Untuk memperlancar kegiatan pendidikan dan untuk 
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas maka faktor 
pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Pangkajene dan 








 tabel 4.3 
 Sarana pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 







Sekolah Menengah pertama 






Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa jumlah sarana 
pendidikan diKabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang ada 
adalah 419 unit. Berdaarkan uraian tersebut diketahui bahwa 
peningakatan pendidikan dalam hal sarana pendidikan Kabupaten 
pangkajene dan keplauan sudah maksimal. 
4.2. Gambaran umum Kantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan 
Kantor  Inpektorat  Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,  
adalah  suatau  badan instansi Pemerintah yang berada di daerah 
(Kabupaten ) yaitu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan 
mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah  dalam hal ini bupati 




Inspektorat  Daerah  ini  di  pimpin  oleh  seorang  inspektur, 
didalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih maksimal, maka 
inspektur Kabupaten dibantu oleh 4 (empat) inspektur pembantu, yakni 
inspektur pembantu wilayah I, inspektur pembantu wilayah II, inspektur 
pembantu wilayah III, dan inspektur pembantu wilayah IV, Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sendiri bertempat  di jalan H.M 
Arsyad B, kecamatan pangkajene Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan. 
Inspektorat  Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sendiri   
mempunyai  jumlah pegawai  sebanyak  39  orang  yang  tersebar  pada  
setiap  bidang  dan jabatan.  Struktur  lainnya,  sebagaimana  dijabarkan  




STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN 









































4.2.1. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan 
A. Visi ispektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Menurungkan Tingkat Kebocoran Penyimpangan dan 
Penyelewengan. 
B. Misi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
1. Peningkatan mutu dan kualitas SDM aparatur pengawasan 
melalui workshop, Bimtek, pendidikan dan penjenjangan 
Auditor Pengawasan, agar dalam melaksanakan tugasnya 
proporsional dan lebih profesional untuk membangun 
kebijakan pembinaan yang komperehensif dan integrative 
dan berbasis pada kompetensi dan kinerja 
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif 
dan proaktif dari seluruh aspek yang menjadi objek 
pengawasan, pembangunan, dan pembinaan 
kemasyarakatan. 
3. Peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan, 
baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, agar lebih dini 
mencegah terjadinya penyimpangan. 
4. Memperbanyak komunikasi dan informasi baik melalui 
media elektronik maupun media cetak, serta organisasi 
kemasyarakatan lainnya, dalam rangka mencegah dan 
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mengantisipasi terjadinya kebocoran-kebocoran, 
penyimpangan, dan penyelewengan. 
4.2.2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten pangkajene dan  
kepulauan 
1. Nama Jabatan: Inspektur Kabupaten 
a. Tugas Pokok 
Membantu bupati dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan 
diKabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pelaksanaan 
pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan desa 
dan pelaksanaan urusan Pemerintahan desa. 
b. Fungsi 
1. Perencanaan program pengawasan yang menjadi 
tanggung jawabnya berdasar peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan 
penilaian tugas pengawasan. 
4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan 
kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan. 
63 
 
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
urusan Pemerintahan di daerah dan Pemerintahan 
desa. 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati 
sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Nama Jabatan : Sekretaris 
a. Tugas Pokok 
Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan 
memberikan pelayanan administratif dan fungsional 
kepada semua unsur dilingkup Inspektorat Kabupaten 
b. Fungsi 
1. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian 
rencana dan dan program kerja pengawasan. 
2. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan 
penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat 
pengawasan fungsional daerah. 




4. Penyusunan, penginventarisasian dan 
pengkoordinasian data dalam rangka 
penatausahaan proses penanganan pengaduan. 
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan 
surat menyurat dan rumah tangga. 
3. Nama Jabatan : Sub bagian umum dan kepegawaian 
Tugas Pokok : 
Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, 
perlengkapan, dan administrasi kepegawaian 
4. Nama Jabatan : Sub bagian perencanaan 
Tugas Pokok : 
Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian 
rencana/program  kerja pengawasan, menghimpun 
dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-
undangan, dokumentasi dan pengolahan data 
pegawasan, menghimpun, menilai, dan menyiapkan 
laporan hasil pengawasan aparat pengawasan 
fungsional dan melakukan administrasi pengaduan 
masyarakat serta menyusun laporan kegiatan 
pengawasan. 
5. Nama Jabatan : Sub bagian keuangan 
Tugas Pokok : 
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Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan 
dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan 
teknis pengelolaan anggaran. 
6. Nama Jabatan : Inspektur pembantu wilayah I 
 Tugas Pokok : 
Melaksanaan pengawasan terhadap urusan 
Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 
diwilayah kerjanya. 
  Fungsi : 
1. Pengusulan program pengawasan diwilayah kerjanya. 
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan diwilayah 
kerjanya 
3. Pengawasan terhadap penyenggaraan urusan 
Pemerintahan daerah diwilayah kerjanya. 
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian 
tugas pengawasan diwilayah kerjanya. 
7. Nama Jabatan : Inspektur pembantu wilayah II 
Tugas Pokok : 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 





1. Pengusulan program pengawasan diwilayah kerjanya. 
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan diwilayah 
kerjanya. 
3. Pengawasan terhadap penyenggaraan urusan 
Pemerintahan daerah diwilayah kerjanya. 
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian 
tugas pengawasan diwilayah kerjanya. 
8. Nama Jabatan : Inspektur pembantu wilayah III 
Tugas Pokok : 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 
diwilayah kerjanya. 
Fungsi : 
1. Pengusulan program pengawasan diwilayah kerjanya. 
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan diwilayah 
kerjanya. 
3. Pengawasan terhadap penyenggaraan urusan 
Pemerintahan daerah diwilayah kerjanya. 
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian 
tugas pengawasan diwilayah kerjanya. 
67 
 
9. Nama Jabatan : Inspektur pembantu wilayah IV 
Tugas Pokok : 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 
diwilayah kerjanya. 
Fungsi : 
1. Pengusulan program pengawasan diwilayah kerjanya. 
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan diwilayah 
kerjanya. 
3. Pengawasan terhadap penyenggaraan urusan 
Pemerintahan daerah diwilayah kerjanya. 
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian 
tugas pengawasan diwilayah kerjanya. 
4.2.3. Pembagian wilayah kerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan 
1. inspektur pembantu wilayah pada Inspektorat Kabupaten 
membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada 
satuan kerja perangkat daerah serta wilayah kecamatan, 
desa dan kelurahan. 
2. Pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
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jumlah SKPD dan jumlah kecamatan yang menjadi dasar 
penetapan wilayah kerja 4 (empat) inspektur pembantu 
wilayah. 
3. inspektur pembantu wilayah 1 membawahi wilayah kerja 
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan 
Pemerintahan aerah pada SKPD yaitu; secretariat daerah, 
dinas pengelola keuangan daerah, dinas pemukiman dan 
kebersihan, dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan, 
dinas kebudayaan dan pariwisata, bapeda, kantor 
perpustakaan dan arsip daerah, perusahaan daerah serta 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 
pada wilayah kecamatan pangkajene dan kepulauan. 
4. Inspektur pembantu wilayah II membawahi wilayah kerja 
pembinaan dan pelaksanaan pengawasan urusan 
Pemerintahan daerah pada SKPD, yaitu; dinas kesehatan, 
dinas pertambangan dan energi, dinas kehutanan dan 
perkebunan, dinas sosial dan tenaga kerja, badan 
kepeawaian dan diklat daerah , kantor kesatuan bangsa dan 
perlindungan masyarakat dan rumah sakit umum daerah, 
bank perkreditan rakyat serta pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan Pemerintahan pada wilayah kecamatan 
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bungoro, kecamatan labakkang dan kecamatan tondong 
tallasa. 
5. Inspektur pembantu wilayah III membawahi wilayah kerja 
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan 
Pemerintahan daerah pada SKPD, yaitu ; secretariat DPRD, 
dinas pendidikan, olahraga dan pemuda, dinas tanaman 
pangan dan peternakan, dinas kependudukan dan catatan 
sipil dinas ketahanan pangan dan pelaksanana penyuluhan 
pertanian, badan lingkungan hidup, dan kantor polisi pamong 
praja, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan diwilayah kecamatan ma’rang, kecamatan 
sigeri, dan kecamatan mandalle. 
6. Inspektur pembantu wilayah IV membawahi wilayah kerja 
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan 
Pemerintahan daerah pada SKPD, yaitu ; dinas pekerjaan 
umum dan tata ruang, dinas perhubungan, dinas kelautan 
dan perikanan, badan pemberdayaan masyarakat dan 
Pemerintahan desa, badan pemberdayaan perempuan dan 
keluarga berencana, kantor pelayanan terpadu dan PDAM 
serta pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan pada 
wilayah kecamatan liukang tupabbiring, kecamatan liukang 
kalmas dan kecamatan liukang tangaya. 
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4.2.4. Kelompok jabatan Fungsional 
1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional 
auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam 
beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang 
keahliannya. 
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-
masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  
3. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan 
kebutuhan dan beban kerja . 
4. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
4.2.5. Tata kerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
1. Dalam melaksanakan tugasnya inspektur Kabupaten, 
sekretaris, insprktur pembantu, kepala sub bidang 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik 
dalam lingkup Inspektorat dan antara satuan organisasi 
dalam lingkup Pemerintah Kabupaten maupun instansi lain 
sesuai dengan tugas masing-masing. 
2. Setiap pimpinan unit dalam lingkup Inspektorat Kabupaten 
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan 
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bawahan masing-masing memberikan bimbingan, petunjuk-
petunjuk dan ketauladanan dalam melaksanakan tugas. 
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan 
bertanggungjawab kepada inspektur Kabupaten serta 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
4. Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan 
lebih lanjut. 
5. Para inspektur pembantu menyampaikan laporan kepada 
inspektur Kabupaten dan sekretaris menyusun laporan 
berkala, untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati. 
6. Dalam hal inspektur Kabupaten berhalagan melaksanakan 
tugasnya, maka inspektur kabupaten dapat menunjuk 
sekretaris atau salah seorang inspektur pembantu untuk 
mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar 
urutan kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-





4.2.6. Pengangkatan dan pemberhentian pemegang jabatan 
struktural 
1. Inspektur Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh bupati 
atas usul sekretaris daerah dan dikonsultasikan kepada 
Pemerintah provinsi. 
2. Sekretaris, inspektur pembantu, diangkat dan diberhentikan 
oleh bupati atas usul sekretaris daerah. 
3. Kepala seksi dan kepala sub bagian diangkat dan 













4.3. Hasil dan Pembahasan 
4.3.1. Analisis pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan 
Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan karena dengan adanya 
pengawasan, maka tingkat penyelewengan dapat ditekan 
serendah mungkin sehingga pencapaian tujuan suatu organisasi 
dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Sistem organisasi akan 
mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau 
tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
Dasar hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan pengawasan 
adalah mengacu pada undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan 
No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan pemerintah daerah, keputusan presiden No. 74 
Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 
tentang pengawasan represif kebojakan daerah. Pasal 218 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
undang-ndang No. 12 Tahun 2008 yang menyatahkan bahwa: 
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1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah 
dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi : 
a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di 
daerah. 
b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah. 
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah 
sesuai peraturan perundang-undangan. 
Penyelenggaraan Pemerintahan daerah lebih ditujukan 
dalam meningkatkaan kinerja pembangunan disetiap sektor. Oleh 
karenanya salah satu cara yang dilakukan Pemerintah daerah 
didalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui 
pengawasan, dimana fungsi pengawasan merupakan kegiatan 
yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat 
Pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah 
direncanakan sebelumnya, dan selain itu dilakukan tindakan 
korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang 
direncanakan. 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai 
salah satu penggerak fungsi pengawasan internal yang 
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bertanggung jawab langsung kepada bupati terkait 
penyelenggaraan Pemerintahan daerah memiliki beberapa fungsi 
diantaranya, melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan 
terkait kinerja Pemerintahan daerah dan badan usaha milik daerah 
serta usaha lainnya. 
Melihat begitu pentingnya peran serta fungsi Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka perlu dilakukan 
penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi daripada 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, hal ini 
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksaaan fungsi 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dimana pada 
pelaksanaan fungsinya akan difokuskan pada tiga aspek yaitu 
pemeriksaan, pengujian dan pengusutan, dan adapun masing 
masing fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan akan diuraikan sebagai berikut: 
A.   Pelaksanaan fungsi Pemeriksaan pada Inspektorat 
Kabupaten pangkajene dan kepulauan. 
Dalam melakukan pemeriksaan oleh Inspktorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka ruang lingkup 
dalam pemeriksaan akan ditekankan pada pengawasan 
aparatur Pemerintah daerah, pelaksaan pembangunan 
daerah, pengawasan dalam bidang keuangan, serta 
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kesejahtraan sosial, adapun yang menjadi alasan 
dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menilai apakah tidak 
ada penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas yang 
dilakukan oleh keempat bidang Pemerintahan daerah (bidang 
aparatur, pembangunan, keuangan, dan bidang kesejahtraan 
sosial) dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan 
dalam pelaksanaan aktivitas Pemerintahan di Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. 
Penilaian efektivitas dalam melakukan pemeriksaan 
khususnya di kantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan, sesuai dengan hasil wawancara dengan Dra. 
Rasmy Rahman selaku auditor Ahli madya yaitu sebagai 
berikut: 
Pelaksanaan pemeriksaan dalam pelaksanaan 
pembangunan  selama ini sudah terkoordinasi dengan 
baik, karena temuan yang kita temukan dilapangan kita 
bandingkan dengan data yang sudah ada sehingga 
kalau ada ketidakcocokan dengan data sebelumnya 
langsung dilakukan ditindak lanjut ditempat.(wawancara 
tanggal 8 juli 2014) 
 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 
dengan Auditor ahli madya, dapat disimpulkan bahwa dalam 
melakukan pemeriksaan dalam bidang pembangunan sudah 
berjalan sebagaimana mestinya karena adanya data 
pembanding yang dijadikan sebagai acuan didalam 
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melakukan pemeriksaan sehingga segala bentuk 
penyelewengan dapat ditekan,  
 Selanjutnya wawancara dengan bapak Drs. Muh. Zukri 
selaku inspektur pembantu wilayah I sebagai berikut: 
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tenaga 
pemeriksa sudah tepat waktu dan sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan, akan tetapi ada beberapa daerah yang 
memang membutuhkan waktu dikarenakan jarak tempuh dan 
medan yang dilalui selain itu ada juga pihak-pihak yang 
seringkali tidak ada ditempat ketika akan dilakukan 
pemeriksaaan(wawacara tanggal 3 juli 2014). 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan inspektur 
pembantu wilayah I dikantor Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan dapat disimpulkan bahwa 
didalam melakukan pemeriksaan pelaksanaan aktivitas 
Pemerintahan daerah sudah tepat waktu dan berdasarkan 
dari hasil wawancara dengan inspektur pembantu wilayah I 
ada beberapa wilayah diKabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan yang memerlukan waktu yang lebih lama 
dikarenakan kondisi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
yang memang merupakan daerah kepulauan, selain itu cuaca 
buruk dan alat transportasi yang digunakan untuk sampai 
ditempat tujuan masih menggunakan perahu nelayan menjadi 
kendala Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
didalam melakukan pemeriksaan dan sampai saat ini masih 
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belum ada solusi yang tepat. Masih adanya pihak-pihak yang 
membandel ketika akan diperiksa juga menjadi masalah yang 
sampai saat ini  masih sering terjadi.  
 Selanjutnya mengenai sistem pemeriksaan dan 
pengawasan kinerja Inspektorat dari hasil wawancara dengan 
bapak Drs.H.M.Yasin, SH. MH selaku inspektur, beliau 
mengatakan bahwa: 
Pelaksanaan pemeriksaan atas fungsi pengawasan yang 
dilakukan Inspektorat Kabupaten pangkajene dan 
kepulauan sudah transparan karena hasil temuan yang 
ada dilapangan sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh 
tim pemeriksa. Hal ini diperkuat dengan berhasilnya 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
meraih WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk kedua 
kalinya. (wawancara tanggal 1 juli 2014) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber 
mengenai sistem pemeriksaan, dalam melakukan 
pengawasan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 
pemeriksaan yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah transparan 
dan sesuai prosedur, dengan alasan karena didalam 
melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah daerah, 
tingkat akurasi data yang didapat dilapangan sudah sesuai 
dengan rencana dan didalam melakukan pengawasan dan 
dapat dipertanggungjawabkan, adanya koordinasi yang baik 
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membuat pemeriksaan dapat berjalan sebagaimana 
mestinya.  
B. Pelaksanaan fungsi Pengujian pada Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas 
pelaksanaan pemeriksaan dan hubungannya dengan fungsi 
pengawasan yang dijalankan dikantor Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan, maka penilaian berikutnya ialah 
efektivitas pengujian di dalam penerapan fungsi pengawasan 
khususnya pada kantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan. 
Dalam hubungannya dengan uraian diatas akan 
disajikan hasil wawancara dengan ibu Dra. Rasmy Rahman 
selaku auditor ahli madya, beliau mengatakan bahwa: 
Pelaksanaan pengujian yang dilakukan Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah akurat 
dan dapat dipertanggungjawabkan, karena  data 
/informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai 
pedoman karena sudah melalui serangkaian proses 
pengujian (wawancara tanggal 8 juli 2014) 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dalam melakukan pengujian dengan 
sejumlah informasi yang telah diperoleh dilapangan maka 
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data yang didapatkan sudah akurat dan dapat dijadikan 
sebagai pedoman didalam melakukan pengujian yang valid.  
Kemudian wawancara dengan bapak Drs. Amirullah 
selaku inspektur pembantu wilayah III: 
Pelaksanaan pengujian yang dilakukan Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah berjalan 
dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang 
ada.(wawancara tanggal 8 juli 2014). 
Dari hasil wawancara dengan bapak inspektur 
pembantu wilayah III ini kemudian memperjelas kembali 
pendapat ibu Drs. Rasmy Rahman selaku auditor ahli madya 
bahwa pelaksanaan pengujian yang dilakukan sudah sesuai 
dengan data yang di dapat di lapangan dan kemudian dari 
data yang didapat kemudian di uji keaslian data yang 
disajikan. Beliau juga berpendapat bahwa kurangnya sumber 
daya manusia pada kantor Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan menjadi faktor penghambat 
didalam melakukan pengawasan akan tetapi menurut beliau 
faktor tersebut tidak menjadi alasan untuk Inspektorat tidak 
bekerja secara profesional. Beliau juga memaparkan bahwa 
didalam pelakanaan pengujian ini tidak terlepas dari pada 
phak-pihak selaku yang akan di periksa karena jika lihat dari 
kondisi saat ini dimana masih banyaknya pihak pihak yang 
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membandel ketika akan diperiksa selin itu jika dilihat dari 
wilayah kabupaten pangkajene dan kepulauan yang bisa 
dikatakan cukup besar membuat proses pemeriksaan ini 
khususnya pengujian agak terlambat dari pada jadwal yang 
telah ditentukan mengingat kondisi geografi kabupaten 
pangkajene dan kepulauan itu sendiri yang kita ketahui 
bersama jika pangkajene dan kepulauan sebagian besar 
wilayahnya adalah daerah kepulan, hal ini merupakan salah 
satu penghambat karena kita ketahui bersam konsdisi alam 
saat ini yang tidak menentu, dan kendaraan yang digunakan 
kedaerah tersebut yang masih terbilang kurang layak karena 
masih menggunakan perahu nelayan setempat 
Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada 
yang kemudian dapat di pertanggungjawabkan keakuratan 
datanya. 
C. Pelaksanaan fungsi Pengusutan pada Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Efektivitas pelaksanaan pengawasan selain daripada 
pemeriksaan dan pengujian, juga ditunjang oleh adanya 
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pelaksanaan pengusutan. Oleh karena itu perlu ditunjang 
oleh adanya penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan 
pengusutan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan 
kinerja Pemerintah daerah. 
Dari hasil wawancara dengan bapak Ir. A. Aryan Arief 
selaku sekretaris inspeektorat Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan yang diuraikan sebagai berikut:  
Salah satu misi dalam pengusutan adalah 
mempermudah untuk melakukan pengawasan terhadap 
dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang 
baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun 
pengawasan atas informasi dari berbagai pihak 
(wawancara tanggal 3 juli 2014).  
Dari hasil wawancara dengan bapak Ir. A. Aryan Arief 
dikantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu tujuan yang 
dilakukan dalam melakukan pengusutan adalah untuk 
mempermudah dalam melakukan penyelidikan atas 
penyimpangangan atau penyalahgunaan wewenang baik 
berdasarkan temuan hasil pemeriksaaan maupun pengadaan 
atau informasi dari berbagai pihak. 
 kemudian diliahat dari berbagai hasil pemeriksaan 
mengenai efektivitas pelaksanaan pengusutan dan 
hubungannya dengan pengawasan maka akan di paparkan 
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hasil wawancara dengan ibu  Dra. Rasmy Rahman selaku 
Auditor Ahli Madya yang mengatakan bahwa: 
pelaksanaan pengusutan sudah berjalan sebagaimana 
mestinya berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan 
pengujian yang telah dilaksanakan sebelumnya 
(wawancara tanggal 8 juli 2014) 
 berdasarkan hasil wawancara dengan auditor ahli madya 
dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengusutan 
sudah tepat waktu dan sesuai dengan sasaran yang hendak 
dicapai, hal ini bisa tercapai karena informasi yang 
didapatkan dari hasil  pemeriksaan dan pengujian tidak 
lambat sehingga mempermudah dalam proses pengusutan. 
 Berdasarkan dari hasil wawancara , maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam melakukan pengusutan sudah 
tepat waktu karena adanya koordinasi dan pengolahan data 
yang baik pula. 
4.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Dalam Undang-undang. No. 22 tahun 2009 dan undang-
undang No. 20 tahun 2001 pasal 11 tentang Inspektorat melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan fungsional 
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pengelolaan 
Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian aktivitas 
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yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan, pengujian 
pengusutan dan penilaian atas kinerja perangkat daerah serta 
badan usaha milik daerah serta usaha lainnya. 
Perlu ditambahkan bahwa di dalam melakukan aktivitasnya 
sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah maka terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi Inspektorat di dalam melakukan fungsinya sebagai 
pengawas fungsional, adapun faktor–faktor tersebut meliputi aparat 
pengawas serta sarana dan prasarana penunjang. 
Dalam kaitannya dengan uraian tersebut diatas maka dari 
hasil wawancara dengan bapak Ir.A.Aryan Arief selaku sekretaris 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beliau 
mengatakan bahwa: 
Kualitas suatu pengawasan terhadap penyelengaraan 
Pemerintahan daerah sangat bergantung pada kompetensi 
daripada aparatur pengawas itu sendiri dan di samping itu 
didukung juga oleh sarana dan prasarana yang meemadai 
didalam melakukan pengawasan. (wawancara 8 juli 2014) 
 Dari hasil wawancara dengan bapak sekretaris Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa didalam penyelenggaraan Pemerintahan 
daerah, kualitas aparatur pengawas serta sarana dan prasarana 
menjadi faktor penting di dalam menunjang kualitas pelaksanaan 
pengawasan yang baik. 
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 Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan ibu Dra. Rasmy 
Rahman selaku auditor ahli madya mengenai tanggung jawab 
aparat pengawas dikantor inspktorat Kabupaten pangkajene dan 
keupalaun sebagai berikut: 
Didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
pengawas, aparat pengawasan dikantor Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah memiliki 
tanggung jawab dari setiap pekerjaan yang dilakukan 
(wawancara tanggal 8 juli) 
Dari hasil wawancara yang diuraikan diatas maka dapat di 
simpulkan bahwa didalam melakukan tugas dan fungsinya 
berkaitan dengan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan, para 
aparatur Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah 
bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagai penggawas. 
Kemudian dari hasil wawancara dengan sekretaris 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bapak 
Ir.A.Aryan Arief mengenai kelengkapan sarana dan prasarana 
dikantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beliau 
mengakatakan bahwa: 
Didalam penyelenggaraan pengawasan, Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini sudah ditunjang 
oleh adanya sarana dan prasarana seperti perlengkapan 
kantor, komputer dan alat penunjang lainnya yang 
mendukung pelaksanaan pengawasan meskipun masih ada 
yang perlu untuk dilengkapi. ( wawancara tanggal 3 juli 2014) 
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 Dari hasil wawancara dengan bapak seketais maka dapat 
disimpulkan bahwa ketersedian sarana dan prasarana pendukung 
dikantor Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
didalam melakukan pengawasan sudah ditunjang oleh sarana dan 
prasarana pendukung misalnya saja alat tulis , komputer, dan lain 
sebagainya, meskipun masih ada kekurangan dan perlu untuk 
ditambahkan. 
 Dalam penelitian ini pembahasan di fokuskan pada penilaian 
efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan. Dimana indikator dari pendapat yang 
sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto yang mengatakan 
bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif jika ditunjang 
oleh ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur 
keakuratan data dan terkoordinasi. Oleh karenanya, dalam 
pembahasan digunakan dalam meningkatkan efektivitas 
pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan, dalam 
melakukan penilaian efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi 
titik pokok dalam pembahasan adalah efektivitas pelaksanaan 
pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. 
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 Kemudian dari hasil penilaian mengenai efektivitas dalam 
pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah yang 
selama ini dilakukan sudah efektif, dengan alasan karena 
pelaksanaan pemeriksaan kinerja Pemerintahan daerah yang 
selama ini telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.  Hal 
ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pemeriksaan yang sudah 
tepat waktu meskipun untuk daerah-daerah tertentu masih ada 
keterlambatan seperti didaerah kepulauan yang dikarenakan 
beberapa faktor diantaranya faktor cuaca yang serigkali tidak 
mendukung dan juga sarana pendukung seperti tarnsportasi yang 
digunakan masih terbilang tradisional, sehingga waktu yang 
ditempuh tidak bisa diperkirakan. Hal inilah yang menjadi salah 
satu penyebab ketidaktepatan waktu yang ditempuh sehingga data 
yang ingin disampaikan untuk daerah-daerah kepulauan sehingga 
perlu diberikan solusi yang efektif sehingga dapat lebih 
meminimalisir lagi tingkat keterlambatan didadalam pengumpulan 
data-data. 
 Kemudian jika dilihat dari efektivitas pelaksanaan pengujian 
dari masing-masing bidang pengujian dari masing-masing bidang 
penyimpangan yang telah ditelusuri, sudah ditunjang dengan 
ketersedian data yang akurat dan dalam hal ini dapat 
dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian dapat 
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dijadikan sebagai pedoman di dalam melakukan penyelidikan lebih 
lanjut, selain itu pengujian yang telah dilaksanakan sudah 
transparant dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang ada, hal ini 
ditunjang dengan keberhasilan Inspektorat Kabupaten pangkajene 
dan kepululauan untuk kedua kalinya meraih WTP (wajar tanpa 
pengecualian) sebagai wujud profesionalisme kerja Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
 Selanjutnya, dilihat dai segi efektivitas dalam pengusutan, 
dalam  hal pengusutan dapat dilihat dari ketepatan waktu didalam 
melakukan penyelidikan dianggap sudah efektif dan sesuai 
dengan yang diharapkan. Keberhasilan dalam pengusutan ini 
ditunjang dengan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang 
dijadikan sebagai dasar atau pedoman di dalam melakukan 
pengusutan sudah tepat waktu, sehingga apa yang telah 
direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang telah 
direncanakan sebelumnya. 
 Kemudian dilihat dari faktor–faktor yang mempengaruhi 
daripada kelancaran fungsi pengawasan Inspektorat khusunya 
inspektrat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini ialah dari 
segi kualitas sumber daya manusianya sehingga berdampak pada 
kinerja pengawasan yang lebih efektif dan efisien, hal ini 
ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan 
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Kepulauan, ditengah kurangnya kuantitas para pengawas di kantor 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak 
menurunkan kualitas pengawasan inspekktorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan, faktor selanjutnya yang dapat 
mempengaruhi kelancaran fungsi pengawasan Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ialah sarana dan 
prasarana penunjang, masih kurangnya sarana dan prasarana 
dalam beberapa hal, terntunya memiliki dampak yang cukup 
signifikan pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Akan tetapi 
terlepas dari itu semua, rasa tanggungjawab para pengawasan 
yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan, pengujian, 
dan pengusutan sudah menggambarkan keberhasilan dalam hal 
pengawasan karena jika lihat dari ketepatan waktu dan keakuratan 





KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan atas hasil analisis dan pembahasan mengenai 
pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
yang telah di paparkan sebelumnya, maka diapatlah beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengawasan yang 
dilihat dari segi pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan 
sudah berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari segi 
ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan, serta 
keakuratan data yang dilaporkan Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan dengan data yang ada 
dilapangan. 
2. Faktor yang mempengaruhi daripada pelaksanaan 
penyelenggaraan fungsi pengawasan yang dilakukan 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 
yang pertama yaitu dari segi aparataur pengawas, dari hasil 
pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya 
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sumber daya manusia  yang ada dikantor Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi salah satu 
faktor penghambat didalam melakukan pengawasan karena 
berdampak pada waktu penyelenggaraan pengawasan dan 
selain itu sarana dan prasaran menjadi salah satu faktor yang 
turut mempengaruhi dari pada kinerja Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan, masih kurangnya sarana dan 
prasarana memiliki dampak yang sangat besar terhadap 
kelancaran dari suatu proses pengawasan. 
1.2. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
hasil penelitian ini adalah sebagi berikut: 
1. Disarankan agar pencapaian yang selama ini telah di capai oleh 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar 
dipertahankan dan kalau bisa lebih ditingkatkan sehingga tingkat 
penyelewengan yang ada didaerah dapat lebih ditekan sehingga 
akan menciptakan suatu Pemerintahan yang bersih. 
2. Disarankan pula agar supaya faktor yang menjadi penghambat 
Inspektorat Kabupaten pangkejene dan kepulauan didalam 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas 
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Pemerintahan segera di berikan solusi agar supaya nantinya tidak 
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